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a; Penelitian ini bertujuan untuk menilai perwujudan atau kondisi aktual dari rencana tata ruang (struktur 

dan pola ruang) yang sudah ditetapkan dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2019 

tentang Perubahan atas Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011 – 2032 serta mengidentifikasi penyebab belum terwujud 

dan/atau ketidaksesuaian perwujudannya. Metode penelitian yang digunakan adalah: 1) Metode 

analisis data spasial (overlay) dimana analisis ini menggunakan data spasial yang disuperimpose 

(overlay) antara peta penggunaan lahan tahun terbaru/terkini (hasil citra satelit terkini) dengan peta 

rencana pola ruang RTRW. Hasil analisis spasial ini selanjutnya akan ditransfer menjadi tabel luasan 

dari masing-masing peta penggunaan lahan yang diolah dan 2) Metode Analisis Komparatif 

(Persandingan) yaitu analisis yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau 

lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan analisis komparatif ini 

digunakan untuk mengetahui perwujudan program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 

Selatan dengan menyandingkan antara rencana (struktur dan pola ruang) dengan kondisi aktual guna 

lahan. Dari kedua analisis tadi ditemukan bahwa secara keseluruhan hasil evaluasi (penilaian) 

perwujudan program rencana tata ruang Kota Tangerang Selatan adalah belum terwujud dengan rata-

rata nilai perwujudan 68,51%. Dimana nilai perwujudan paling tinggi yaitu 100% untuk rencana 

sistem pusat kegiatan dan yang sangat rendah yaitu 37,95% untuk rencana pola ruang kawasan lindung 

dan 48% untuk rencana infrastruktur kota. Berdasarkan kondisi tersebut dirumuskan alternatif 

kebijakan berupa Peningkatan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam 

penyusunan indikasi program Kota Tangerang Selatan melalui Forum Penataan Ruang Daerah, 

Peningkatan anggaran untuk kegiatan perencanaan yang dapat dilakukan dengan memperkuat 

hubungan koordinasi kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan, dengan 

pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta memperkuat fungsi  pengendalian dan 

pengawasan dalam  pemanfaatan ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota. 

Kata kunci:  

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Pola Ruang 

Rencana Struktur Ruang 

Evaluasi Perwujudan Program 

 

1. Pendahuluan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan adalah 

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota 

Tangerang Selatan, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Tangerang Selatan diatur melalui Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 dan kemudian dilakukan revisi 

melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Dalam rencana 

tata ruang tersebut, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai 

pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, 

berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, 

produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta berkeadilan 

dalam mendukung Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari 

Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). 
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Kota Tangerang Selatan yang berfungsi sebagai pusat 

pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa 

berskala regional dan nasional serta berperan sebagai wilayah 

penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta (Kota Satelit) 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya 

berlangsung dengan cepat baik dari aspek fisik, ekonomi dan 

sosial budaya serta kependudukannya. kondisi tersebut akan 

berimplikasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kota 

Tangerang Selatan yang sudah disusun dan ditetapkan. 

Perkembangan Kota Tangerang Selatan terlihat dari pola 

pemanfaatan ruang yang semakin padat menjadi ruang 

terbangun. Perkembangan ini ditandai dengan perkembangan 

atau perluasan kegiatan perkotaan seperti perumahan, 

perdagangan dan jasa, serta aktivitas perkotaan lainnya. 

Perkembangan Kota Tangerang Selatan juga didukung dengan 

kebijakan investasi oleh pemerintah melalui undan-undang cipta 
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kerja dan pembangunan proyek strategis nasional. Salah satu 

proyek strategis nasional yang berdampak cukup besar dalam 

perkembangan pemanfaatan ruang di Kota Tangerang Selatan 

adalah dibangunnya jalan tol Cinere – Serpong – Kunciran, dan 

Jalan Tol BSD – Balaraja. 

Perkembangan dan pertumbuhan kota juga menyebabkan 

permasalahan perkotaan dan isu-isu strategis yang harus 

diselesaikan. Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kota 

Tangerang Selatan antara lain: 

a. Banjir, yang disebabkan pertumbuhan ruang terbangun dan 

berkurangnya daerah resapan; 

b. Kemacetan, yang disebabkan pertumbuhan perumahan serta 

kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak dibarengi 

penyediaan infrastruktur trasnportasi yang memadai 

menyebabkan; 

c. Terbatasnya proses pengurangan sampah, akibat 

pertumbuhan permukiman memberikan dampak peningkatan 

volume timbulan sampah dan belum adanya teknologi 

pengolahan sampah; 

d. Pertumbuhan ruang usaha, baik untuk UMKM maupun usaha 

besar; 

e. Ketersediaan ruang terbuka hijau public yang belum 

mencapai 20%; dan 

f. Potensi pariwisata yang tersebar. 

Untuk mengetahui  seberapa besar perwujudan rencana tata 

ruang wilayah dalam menjawab berbagai permasalahan dan isu 

strategis maka dilakukan evaluasi perwujudan program rencana 

tata ruang wilayah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai 

perwujudan atau kondisi aktual dari rencana tata ruang (struktur 

dan pola ruang) yang sudah ditetapkan dalam Perda Kota 

Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011 – 

2032 serta mengidentifikasi penyebab belum terwujud dan/atau 

ketidaksesuaian perwujudannya. 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi  Kota Tangerang Selatan 

 

2. Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

secara kualitatif dan kuantitatif serta analisis spasial. Data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan melakukan survey lapangan, untuk 

mengetahui kondisi faktual. Data sekunder diambil dari dokumen 

peraturan rencana tata ruang wilayah. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

dan dokumentasi, serta melakukan semi wawancara untuk 

mendapatkan konteks faktual. Observasi dan dokumentasi 

dilakukan langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi 

pemanfaatan ruang, kemudian dilakukan wawancara singkat 

dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi kondisi 

yang lebih objektif. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dan analisis spasial. Analisis deskriptif yang dilakukan antara 

lain: 

A. Analisis Perwujudan Rencana Struktur Ruang 

Analisis dilakukan dengan menyandingkan program 

Pemanfaatan Ruang dengan kondisi aktual atau realisasi program 

pembangunan sistem jaringan prasarana. Realisasi program 

pembangunan sistem jaringan prasarana diidentifikasi dengan 

dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen 

pelaksanaan pembangunan kewilayahan. 

Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang 

terdiri atas: 

1) Muatan rencana Struktur Ruang terwujud, dalam hal nilai 

perwujudan Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh 

lima persen). 

2) Muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dalam hal 

nilai perwujudan Struktur Ruang kurang dari atau sama 

dengan 85% (delapan puluh lima persen).  

3) Pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan 

muatan rencana Struktur Ruang. 

B. Analisis Perwujudan Rencana Pola Ruang 

Analisis perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan: 

1) Mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung 

dalam rencana Pola Ruang; 

2) Menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam 

rencana pola ruang; 

3) Mengidentifikasi dan menghitung luas aktual penambahan 

kawasan; 

4) Menghitung persentase perwujudan kawasan berdasarkan 

perbandingan hasil perhitungan. 

Kategori penilaian perwujudan rencana polar uang terdiri 

atas: 

1) Muatan kawasan peruntukan terwujud, dalam hal nilai 

perwujudan kawasan peruntukan lebih dari 85% (delapan 

puluh lima persen) 

2) Muatan kawasan peruntukan belum terwujud, dalam hal nilai 

perwujudan kawasan peruntukan kurang dari atau sama 

dengan 85% (delapan puluh lima persen). Dalam hal kawasan 

peruntukan belum terwujud, dapat dilakukan pemberian 

rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.  

3) Pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan 

muatan rencana Pola Ruang. Dalam hal lokasi pelaksanaan 

pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya, 

dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan berikut: 

a) Peninjauan kembali dan revisi RTR atau 

b) Penertiban Pemanfaatan Ruang. 

C. Analisis Komparatif (Persandingan) 

Analisis komparatif adalah analisis yang membandingkan 

keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang 

berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan 

analisis komparatif ini digunakan untuk mengetahui perwujudan 

program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 

dengan menyandingkan antara rencana (struktur dan pola ruang) 

dengan kondisi aktual guna lahan. 

D. Analisis Spasial 

Analisis lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis spasial. Analisis ini menggunakan data spasial yang 

disuperimpose (overlay) antara peta penggunaan lahan tahun 

terbaru/terkini (hasil citra satelit terkini) dengan peta rencana 

pola ruang RTRW. Hasil analisis spasial ini selanjutnya akan 

ditransfer menjadi tabel luasan dari masing-masing peta 

penggunaan lahan yang diolah. 



 

 

3. Hasil dan pembahasan 

3.1 Analisis Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun di Kota 

Tangerang Selatan  

Hasil pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan metode 

analisis tumpang susun (overlay), persandingan data guna lahan 

kawasan terbangun (periode tahun 2013, tahun 2016, tahun 2019 

dan tahun tahun 2022) dan diselaraskan dengan rencana sistem 

perkotaan serta rencana pola ruang Kota Tangerang Selatan, 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Pada Tahun 2013, luas kawasan terbangun di Kota Tangerang 

Selatan adalah 16.485,50 Ha. Dimana paling banyak 

berlokasi pada Kecamatan Pondok Aren dan paling sedikit 

berlokasi pada Kecamatan Setu. Hal ini dapat dinilai sudah 

sesuai dengan rencana sistem perkotaan (Perda Kota 

Tangerang Selatan No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 

2031), dimana wilayah Kecamatan Pondok Aren berperan 

sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) III. Sedangkan wilayah 

Kecamatan Setu berperan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota 

(SPK) II. Kesesuaian dengan rencana sistem perkotaan ini 

secara konsisten terjadi juga pada tahun 2016, tahun 2019 dan 

tahun 2022. 

B. Pertumbuhan kawasasan terbangun (periode tahun 2013 – 

2022), paling besar terjadi pada Kecamatan Serpong yaitu 

271,33% dan paling sedikit terjadi pada Kecamatan 

Pamulang yaitu 33,68%. Hal ini dapat dinilai sudah sesuai 

dengan rencana sistem perkotaan dan pola ruang (Perda Kota 

Tangerang Selatan No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 

2031), dimana wilayah Kecamatan Serpong berperan sebagai 

Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan pola ruang dominan 

untuk Kawasan perumahan, perdagangan dan jasa (skala 

nasional dan regional). Sedangkan wilayah Kecamatan 

Pamulang berperan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) 

IV dengan pola ruang dominan untuk perumahan dan 

perdagangan serta jasa. 

C. Pertumbuhan Kawasan terbangun di Kota Tangerang Selatan 

(periode tahun 2013 – 2022), paling banyak terjadi pada 

periode tahun 2016 – 2019 yaitu 46,76%. Selanjutnya terjadi 

penurunan pada periode tahun 2019 – 2022 yaitu 18,48%. Hal 

ini sebagai dampak dari pandemik covic 19 yang berakibat 

lesunya perekonomian yang sangat berpengaruh besar 

terhadap pertumbuhan Kawasan terbangun di Kota 

Tangerang Selatan. 

 

 
Gambar 2. Analisis Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun di Kota 

Tangerang Selatan 

3.2 Analisis Perwujudan Rencana Struktur Ruang 

A. Evaluasi Perwujudan Rencana Sistem Pusat Kegiatan 

Hasil persandingan dan overlay peta antara rencana pola 

ruang dan kondisi aktual tutupan lahan, maka dapat dinilai bahwa 

seluruh rencana sistem pusat pusat kegiatan tersebut sudah 

terwujud karena sudah sesuai antara lokasi dan fungsi dari 

rencana dan dari tutupan lahan aktual. 

 

Tabel 1. Analisis Perwujudan Rencana Sistem Pusat Kegiatan 

 

 
 

B. Evaluasi Rencana Jaringan Transportasi Jalan 

Hasil persandingan dan overlay peta antara rencana jaringan 

jalan dan realisasi pelaksanaannya, maka dapat dinilai bahwa 

rencana jaringan jalan tersebut sudah terwujud dengan nilai 

perwujudan 90,01% (rasio rencana jaringan belum terlaksana 

dengan total rencana jaringan jalan). 

 
Gambar 3. Analisis Spasial Perwujudan Rencana Jaringan Jalan 

 

C. Evaluasi Rencana Jaringan Kereta Api 

Hasil persandingan dan overlay peta antara rencana jaringan 

jalan kereta api dan realisasi pelaksanaannya, maka dapat dinilai 

bahwa rencana jaringan jalan kereta api tersebut belum terwujud 

Lokasi Lokasi Fungsi Lokasi Fungsi % Nilai

B

Sub Pusat 

Pelayanan Kota 

(SPK)

1 Pelayanan umum
Tersebar di Kec 

Serpong Utara

Sarana Pelayanan 

Umum (SPU)
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

2 Perdagangan dan jasa 

Tersebar di Kec. 

Pamulang (Koridor Jalan 

Arteri dan Kolektor)

Perdagangan dan 

jasa 
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

3 Perumahan
Tersebar di Kec. 

Serpong Utara
Perumahan Sesuai Sesuai 100   Terwujud

1 Perkantoran pemerintahan

Kec. Setu (Kawasan 

Perkantoran Sekitar 

Gedung DPRD Kota 

Tangerang Selatan) dan 

Kawasan Puspitek

Perkantoran 

pemerintahan
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

2 Perumahan Tersebar di Kec. Setu Perumahan Sesuai Sesuai 100   Terwujud

1 Pelayanan umum
Tersebar di Kec Ciputat 

Timur

Sarana Pelayanan 

Umum (SPU)
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

2 Perumahan
Tersebar di Kec. 

Serpong Ciputat Timur
Perumahan Sesuai Sesuai 100   Terwujud

1 Pelayanan umum
Tersebar di Kec 

Pamulang

Sarana Pelayanan 

Umum (SPU)
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

2 Perdagangan dan jasa 

Tersebar di Kec. 

Pamulang (Koridor Jalan 

Arteri dan Kolektor)

Perdagangan dan 

jasa 
Sesuai Sesuai 100   Terwujud

3 Perumahan
Tersebar di Kec. 

Pamulang
Perumahan Sesuai Sesuai 100   Terwujud

Sumber : Hasil Analisis Tim

Tutupan Lahan (Tahun 2018 dan CSRT 

tahun 2020 - 2022)
Kesesuaian Perwujudan

Fungsi

4 SPK IV
 Kec. 

Pamulang 

2 SPK II  Kec. Setu 

3 SPK III

 Kec. 

Ciputat 

Timur 

 Kec. 

Serpong 

Utara 

1 SPK I

No
Sistem Pusat 

Kegiatan

Rencana Pola Ruang (Tahun 2031)



 

dengan nilai perwujudan 81,88% (rasio rencana jaringan kereta 

api belum terlaksana dengan total rencana jaringan kereta api). 

Sedangkan untuk rencana stasiun kereta api sebanyak 5 stasiun 

sudah terlaksana semua atau sudah terwujud dengan nilai 100%. 

 
Gambar 4. Analisis Spasial Perwujudan Rencana Jaringan Kereta Api 

D. Eavaluasi Rencana Infrastruktur Kota 

Hasil persandingan dan overlay peta antara rencana 

infrastruktur dan realisasi pelaksanaannya, maka dapat dinilai 

bahwa rencana jaringan infrastruktur tersebut belum terwujud 

dengan rata-rata nilai perwujudan 48% (rasio rencana 

infrastruktur belum terlaksana dengan total rencana 

infrastruktur). 

 

Tabel 2. Analisis Perwujudan Rencana Infrastruktur Kota 

 

 
Gambar 5. Analisis Spasial Perwujudan Rencana Infratruktur Kota 

3.3 Analisis Perwujudan Rencana Pola Ruang  

A. Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 

Hasil pemantauan dan evaluasi Perwujudan Pola Ruang 

Kawasan Lindung dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Jumlah luas guna lahan aktual yang sesuai dengan rencana 

pola ruang Kawasan lindung di Kota Tangerang Selatan 

adalah 2.625.231,25 m2. Adapun luas paling banyak sesuai 

adalah pada peruntukan Kawasan permakaman yaitu 

634.303,36 m2 

2) Guna lahan aktual yang sesuai ekuivalen dengan yang 

rencana pola ruang yang terwujud. Sehingga dapat dinilai 

sebagai berikut: 

a) Rata-rata nilai perwujudan rencana pola ruang Kawasan 

lindung adalah 37,95% atau secara status termasuk belum 

terwujud karena nilainya kurang dari 85%. 

b) Rencana pola ruang yang sudah berstatus terwujud hanya 

untuk peruntukan Kawasan Sempadan Saluran Udara 

Tegangan Tinggi (SUTT) dengan nilai perwujudan 

85,23%. Sedangkan rencana pola ruang yang lainnya 

berstatus belum terwujud. 

3) Hasil evaluasi jenis peruntukan ruang Kawasan lindung di 

Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 

a) Luasan kelompok sesuai rencana pola ruang adalah 

2.625.231,25 m2 (37,95%) 

b) Luasan kelompok belum sesuai rencana pola ruang 

adalah 2.937.971,44 m2 (42,47%) 

c) Luasan kelompok tidak sesuai rencana pola ruang atau 

terindikasi melanggar ketentuan pemanfaatan ruang 

adalah 1.355.212,01 m2 (19,59%%) 

4) Hasil evaluasi terhadap kelompok tidak sesuai pola ruang 

adalah sebagai berikut: 

a) Secara kumulatif, rasio tidak sesuai pola ruang 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

19,59%. 

b) Jenis pola ruang yang paling banyak tidak sesuai 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

kawasan taman lingkungan dengan luasan sebesar 

328.721 m2.  

c) Jenis pola ruang yang paling sedikit tidak sesuai 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

kawasan RTH halaman dengan luasan sebesar 1.834,02 

m2. 

d) Rasio tidak sesuai pola ruang paling tinggi terdapat pada 

jenis pola ruang kawasan sempadan pipa gas yaitu 

77,74% 

e) Rasio tidak sesuai pola ruang paling rendah terdapat pada 

jenis pola ruang kawasan taman jalan yaitu 1,99% 

Tabel 3. Analisis Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan 

Lindung 

 

 
Gambar 6. Analisis Spasial Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan 

Lindung 

Berdasarkan Gambar 2. Pada kawasan TOD Pondok Ranji 

Kawasan Permukiman memiliki luas yang paling tinggi yaitu 

46,59 Ha dan kawasan perumahan dengan luas 24,12 Ha. 

B. Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 

Hasil pemantauan dan evaluasi Perwujudan Pola Ruang 

Kawasan Budidaya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Jumlah luas guna lahan aktual yang sesuai dengan rencana 

pola ruang Kawasan Budidaya di Kota Tangerang Selatan 

adalah 83.365.719,26 m2. Adapun luas paling banyak sesuai 

adalah pada peruntukan Kawasan perumahan yaitu 

68.579.070,03 m2 

No Jenis Infrasruktur 

Jumlah Perwujudan 

Rencana 
Realisasi 

(Terlaksana) 
Rasio 

Realisasi (%) 
Status 

1 Unit Produksi (Sistem 
Penyediaan Air Minum) 

5 2 40 Belum Terwujud 

2 Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Sampah 

1 1 100 Terwujud 

3 
Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu 
(TPST) 

7 7 100 Terwujud 

4 Instalasi Pengolahan Air 
Limbah dan Tinja (IPAL) 

1 1 0 Belum Terwujud 

5 
Kawasan Transit 
Oriented Development 
(TOD) 

6 0 0 Belum Terwujud 

 Rata-rata Nilai Perwujudan 48 Belum Terwujud 

 



 

 

2) Guna lahan yang sesuai ekuivalen dengan yang rencana pola 

ruang yang terwujud. Sehingga dapat dinilai sebagai berikut: 

a) Rata-rata nilai perwujudan rencana pola ruang Kawasan 

Budidaya adalah 53,20% atau secara status termasuk 

belum terwujud karena nilainya kurang dari 85%. 

b) Rencana pola ruang yang sudah berstatus terwujud hanya 

untuk peruntukan Kawasan Pariwisata dengan nilai 

perwujudan 87,29% dan peruntukan Hortikultura dengan 

nilai perwujudan 85,22% . Sedangkan rencana pola ruang 

yang lainnya berstatus belum terwujud. 

3) Hasil evaluasi jenis peruntukan ruang (rencana pola ruang) 

Kawasan Budidaya di Kota Tangerang Selatan adalah 

sebagai berikut : 

a) Luasan kelompok sesuai pola ruang adalah 83.365.719,26 

m2 (53,20%) 

b) Luasan kelompok belum sesuai pola ruang adalah 

54.091.744,71 m2 (34,52%) 

c) Luasan kelompok tidak sesuai pola ruang atau terindikasi 

melanggar ketentuan pemanfaatan ruang adalah 

19.250.976,23 m2 (12,28%) 

4) Hasil evaluasi terhadap kelompok tidak sesuai pola ruang 

adalah sebagai berikut: 

a) Secara kumulatif, rasio tidak sesuai pola ruang 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

19.250.976,23 m2 (12,28%). 

b) Jenis pola ruang yang paling banyak tidak sesuai 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

kawasan perdagangan dan jasa dengan luasan sebesar 

13.919.901,83 m2.  

c) Jenis pola ruang yang paling sedikit tidak sesuai 

(terindikasi melanggar pemanfaatan ruang) adalah 

kawasan Pariwisata dengan luasan sebesar 3.172,50 m2. 

d) Rasio tidak sesuai pola ruang paling tinggi terdapat pada 

jenis pola ruang Kawasan Sentra Industri 

Kecil/Menengah yaitu 49,85% 

e) Rasio tidak sesuai pola ruang paling rendah terdapat pada 

jenis pola ruang kawasan perumahan yaitu 0,53% 

Tabel 3. Analisis Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan 

Budidaya 

 

 
Gambar 7. Analisis Spasial Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan 

Budidaya 

4. Kesimpulan 

Simpulan dari penelitian Evaluasi Perwujudan Program 

Pemanfaatan Ruang ini yaitu secara keseluruhan hasil evaluasi 

(penilaian) perwujudan program rencana tata ruang Kota 

Tangerang Selatan adalah adalah belum terwujud dengan rata-

rata nilai perwujudan 68,51%. Dimana nilai perwujudan paling 

tinggi yaitu 100% untuk rencana sistem pusat kegiatan dan paling 

rendah yaitu 37,95% untuk rencana pola ruang kawasan lindung. 

 

Tabel 4. Kesimpulan Evaluasi Perwujudan Program Rencana 

Tata Ruang Kota Tangerang Selatan 
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No Aspek Perwujudan Rencana Tata Ruang 
Perwujudan 

Nilai (%) Katagori 

1 Rencana Struktur Ruang   

a Rencana Sistem Pusat Kegiatan 100,00 Terwujud 

b Rencana Struktur Ruang   

 Rencana Jaringan Jalan 90,01 Terwujud 

Rencana Jaringan Jalan Kereta Api 81,88 Terwujud 

Rencana Infrastruktur Perkotaan 48,00 Belum Terwujud 

2 Rencana Pola Ruang   

a Rencana Kawasan Lindung 37,95 Belum Terwujud 

b Rencana Kawasan Budidaya 53,20 Belum Terwujud 

 Rata-Rata Nilai 68,51 Belum Terwujud 

 


